ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja
Pekerja yang diputus oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Kasasi
dan berlanjut pada Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Transisi yang
terjadi bagi pekerja yang dipromosikan untuk jabatan Direksi pada Perseroan yang
sama seharusnya dimulai dengan serah terima pekerjaan yang mengikuti aturan
perusahaan, mengakhiri hubungan kerja antara Pekerja dan Perusahaan, serta
pembayaran hak-hak Pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam menduduki jabatan sebagai
Direktur, tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang
dilakukan dengan analisis terhadap putusan hakim dengan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Perseroan Terbatas. Proses
Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan seusai menurut ketentuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial. Akan tetapi dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2018 menetapkan bahwa putusan mengenai perselisihan hak dan
perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya
hukum terakhir sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak
ada lagi upaya hukum Peninjauan Kembali dengan pertimbangan agar
penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin
terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Hasil analisis tentang jumlah
Uang Pesangon yang ditetapkan dalam amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor
69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan yang
diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempergunakan Upah pada
bulan terakhir sebagai Pekerja sebelum diangkat menjadi anggota Direksi
Perseroan yang sama.
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